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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor …../Pdt.G/2017/PA.Tbnan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tabanan  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat  pertama dalam persidangan majelis  telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Bakso, tempat

tinggal  di  Kabupaten  Tabanan,  selanjutnya  disebut  sebagai

"Penggugat";

LAWAN

TERGUGAT,  umur  42  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Serabutan,  tempat

tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2017

yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tabanan  Nomor

…./Pdt.G/2017/PA.Tbnan  tanggal  22  Maret  2017  mengemukakan  hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1996, telah dilangsungkan perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

sesuai  dengan tuntunan ajaran agama Islam;  Perkawinan tersebut  telah

dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  ….  ,Kabupaten

Buleleng;, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : ….., tertanggal

24 Oktober 1996;

2. Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan  kehendak  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan  membentuk
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rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa; 

3. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  dirumah

kediaman bersama di rumah orangtua  Tergugat  di Singaraja, selama 1

tahun, kemudian pindah ke rumah kakak Penggugat di Bedugul, selama 5

tahun,  dan  terakhir  bertempat  kediaman  di  rumah  sendiri  di  Bedugul

Sampai sekarang;

4. Bahwa  selama  masa  perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai empat

orang  anak yang bernama :

a. AL 1, Laki-laki, Umur 20 Tahun;

b. AL 2, Laki-laki, Umur 17 Tahun;

c. AL 3, Laki-laki, Umur 11 Tahun;

d. AL 4, Laki-laki, Umur 4 Tahun;

5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun

dan  bahagia,  namun  sejak  tahun  1997  sering  terjadi  perselisihan  dan

percekcokan secara terus menerus; Adapun penyebab  perselisihan dan

percekcokan tersebut adalah :

5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada

Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan masih

kerja  serabutan,sehingga  untuk  kebutuhan  sehari-hari  Penggugat

terpaksa bekerja sendiri, akan tetapi Tergugat selalu merasa sudah

memberikan  nafkah  secara  layak  padahal  pada  kenyataannya

Tergugat tidak pernah memberikan uang;

5.2. Tergugat  sering  berhutang  kepada  orang  lain  tanpa

sepengetahuan/tanpa  musyawarah  dengan  Penggugat,  dan

penggunaan  uang  dari  pinjaman/hutang  tersebut  tidak  untuk

kepentingan rumah tangga, dan pada akhirnya Penggugatlah yang

harus melunasi hutang-hutang Tergugat;

5.3. Tergugat suka bermain judi yang sulit untuk disembuhkan,

sehingga karena kebiasaannya itu Tergugat banyak menghabiskan

uang dan berhutang kesana kemari.
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5.4. Tergugat  tidak memberikan perhatian yang wajar  kepada

Penggugat  dan anak-anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri

dari pada kepentingan rumah tangganya;

6. Bahwa puncak dari  pertengkaran dan perselisihan terjadi  bulan Maret

2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan sudah tidak

pernah  menjalani  kewajiban  sebagaimana  layaknya  suami-isteri  sampai

sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut  rumah tangga yang dihadapi,

Penggugat  telah  mencoba  memusyawarahkan  dengan  pihak  keluarga

Tergugat  untuk  mencari  penyelesaian  demi  menyelamatkan  perkawinan,

namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari

suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

9. Bahwa  berdasarkan  alasan  dan  dalil  tersebut  di  atas,  Penggugat

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang

terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan

perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga

berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan  alasan  dan  dalil  tersebut  di  atas,  maka  dengan  ini

Penggugat  mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Tabanan  cq.  Majelis

Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili  dan memutus perkara ini  yang

amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)   terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :
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Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

dan  Tergugat  telah  hadir  menghadap  sendiri,  dan  oleh  Majelis  Hakim  telah

diusahakan perdamaian dengan menasihati  Penggugat dan Tergugat  namun

upaya tersebut belum berhasil, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah

pula menempuh proses mediasi dengan mediator H. A. Dail Ansori, S.Pd.I dan

ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  mediasi  telah  berhasil,  Penggugat

menyatakan  mencabut  perkaranya,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  rukun

kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai

Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Permohonan dari

Pemohon tersebut;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah

dicatat  dalam berita  acara  sidang  perkara  ini,  dan Majelis  Hakim menunjuk

berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  dalam  proses  mediasi,  mediator  berhasil

mendamaikan kedua belah pihak dan Penggugat menyatakan akan mencabut

gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan

dengan Nomor …/Pdt.G/2017/PA.Tbnan dengan alasan antara Penggugat dan

Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  belummenyampaikan

jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan

perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272

RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena

perkara ini  telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  nomor

…../Pdt.G/2017/PA.Tbnan dari Penggugat;

2. Memerintahkan  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara  tersebut

dalam Register Perkara;

3. Memerintahkan  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.

331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu  rupiah);

Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari  Kamis tanggal  04 Mei

2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami

Ahmad Hodri,  S.HI. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Erpan, SH dan

Imdad, S.HI, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan

dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. E. Supriyati, B.A. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,                        Ketua Majelis

Ttd Ttd

Erpan, SH Ahmad Hodri, S.HI,.M.H

Hakim Anggota II,
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Imdad, S.HI,.M.H

Panitera Pengganti,

Hj. E. Supriyati, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2
.

Biaya ATK/Pemberkasan : Rp. 50.000,00

3
.

Biaya Panggilan : Rp. 240.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp.     6.000,00

Jumlah  : Rp. 331.000,00
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